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1¥), Halaman Tahn 2026, Pembimbing Prof Dr. Ismansyah, S.H., M.H. dan Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

ABSTRAK
Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berawal dari pengambilan kebijakan publik
menimbulkan persoalan mengenai batas antara kesalahan administratif, kegagalan kebijakan, dan tindak pidana korupsi
Dalam praktiknya, pembuktian unsur mens rea sering kali dikesampingkan karena penegakan hukum lebil
menitikberatkan pada adanya kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengkaji d
rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana konstruksi unsur mens rea dalam pertanggungjawaban pidana pejal
pemerintahan atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi; dan Kedua, bagaimana penerapan unsur me;
rea dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN JktPst atas nama Thomas Trikasi
Lembong dan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jki.Pst atas nama Ira Puspadewi. Penelitian ini m
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa unsur mens rea tidak cukup dibuktikan melalui adanya kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, atau
pelanggaran prosedur, tetapi harus didasarkan pada pembuktian kesalahan subjektif berupa kesengajaan, tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang fain, konflik kepentingan. dan iktikad buruk dalam penggunaan kewenangan.
Selain itu, penerapan unsur mens rea dalam kedua putusan masih cenderung dibangun melalui pendekatan objektif dengan
menitikberatkan pada penyimpangan prosedur, keuntungan pihak lain, dan kerugian negara, schingga belum sepenuhnya
enguraikan keadaan batin terdakwa ketika mengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian unsur mens
ea yang lebih komprehensif agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa menimbulkan kriminalisasi terhadap
cebijakan publik yang diambil secara beritikad baik.
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MENS REA IN THE CRIMINAL LIABILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS FOR POLICIES
RESULTING IN CORRUPTION OFFENSES

Dandi Rahmadheani, 2210113202, Faculty of Law, Andalas University, Special Program in Criminal Law (PK
V), Year Page 2026, Supervisor Prof. Dr. Ismansyah. S.H., M.H.and Dr.Lucky Raspati. S.H.. M.H.

ABSTRACK
The increasing enforcement of anti-corruption laws against public policies has raised legal concerns regarding the
distinction between administrative errors, policy failures, and criminal acts of corruption. In practice, the establishment of
imens rea is often overlooked, as law enforcement tends to focus primarily on state financial losses and abuse of autharity.
[This study examines two research questions: first, how mens rea is conceptually constructed in the criminal liability of
public officials for public policies that result in corruption; and second, how mens rea is applied in judicial reasoning in
Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst concerning Thomas Trikasih Lembong and Decision Number
H8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jki.Pst concerning Ira Puspadewi. This research employs normative legal research using
statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that mens rea cannot be established solely on the
lbasis of state financial losses, abuse of authority, or procedural violations. but must be supported by proof of subjective
lculpability, including intent, the purpose of unlawfully benefiting oneself or another person, conflicts of interest, and bad
faith in exercising public authority. Furthermore, the application of mens rea in both judicial decisions predominantly
relies on an objective inference approach, emphasizing procedural irregularitics, benefits conferred upon third parties, and
state financial losses, without adequately examining the defendants' state of mind when making policy decisions|
Therefore, a more comprehensive approach to proving mens rea is necessary to ensure effective anti-corruption law|
enforcement while preventing the criminalization of public policies adopted in good faith.
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